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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR: OOO

TENTANG

PENETAPAN WAKTU PELAYANAN, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA, KRITERIA

PEMBERIAN PENGHARGAAN, DAN BUDAYA PELAYANAN PADA PENYELENGGARAAN PELAYANAN

PUBLIK Dl LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menlmbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia

pelaksana pelayanan publik serta mewujudkan pelayanan publik yang adil, cepat,
akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, perlu diatur waktu

pelayanan, kode etik dan kode perilaku, kriteria pemberian penghargaan, serta

budaya pelayanan bag) pelaksana pelayanan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Penyeienggaraan Pelayanan Publik, Aspek Profesionalisme SDM merupakan salah
satu komponen penilaian kinerja penyeienggaraan pelayanan publik yang wajib

dipenuhi oleh setiap unit penyelenggara pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf
b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
Sulawesi Tengah tentang Penetapan Waktu Pelayanan, Kode Etik dan Kode Perilaku
Pelaksana, Kriteria Pemberian Penghargaan, dan Budaya Pelayanan pada

Penyeienggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah.

Menglngat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan

Kode Etik Pegawal Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawal Negeri

Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2020;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;


















